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PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 49 /PMK.03/2019
TENTANG

TATA CARA PELAKSANAAN PROSEDUR PERSETUJUAN BERSAMA

Menimbang

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

bahwa Indonesia sebagai negara anggota G20 perlu
menyesuaikan diri dengan perkembangan internasional
di bidang perpajakan terkait penerapan standar
minimum dalam rencana aksi Nomor 14 proyek
OECD/G20 Base Erosion and Profit Shifting (BEPS)
mengenai pencegahan dan penyelesaian sengketa
perpajakan internasional yang lebih efektif;

bahwa untuk pencegahan dan penanganan sengketa
perpajakan internasional yang lebih efektif, perlu
dibentuk suatu peraturan yang lebih memberikan
kepastian hukum terutama terkait prosedur, jangka
waktu, dan tindak lanjut permintaan pelaksanaan
prosedur persetujuan bersama;

bahwa ketentuan mengenai tata cara pelaksanaan
prosedur persetujuan bersama telah diatur dalam
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 240/PMK.03/2014
tentang Tata Cara Pelaksanaan Prosedur Persetujuan
Bersama (Mutual Agreement Procedure), tetapi belum
sepenuhnya sesuai dengan standar minimum dalam

rencana aksi Nomor 14 proyek OECD/G20 BEPS dan
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Mengingat

1.

belum dapat memberikan kepastian hukum terutama
terkait prosedur, jangka waktu, dan tindak lanjut
permintaan pelaksanaan prosedur persetujuan bersama,;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, serta
untuk melaksanakan ketentuan Pasal 59 Peraturan
Pemerintah Nomor 74 Tahun 2011 tentang Tata Cara
Pelaksanaan Hak dan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan,
perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang

Tata Cara Pelaksanaan Prosedur Persetujuan Bersama,;

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan
Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262)
sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Perubahan
Keempat atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983
tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan
Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 62, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4999);

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak
Penghasilan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1983 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3263) sebagaimana telah beberapa kali
diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36
Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-
Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008
Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4893);

Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2011 tentang
Tata Cara Pelaksanaan Hak dan Pemenuhan Kewajiban

Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
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2011 Nomor 162, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5268);

MEMUTUSKAN:

PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG TATA CARA
PELAKSANAAN PROSEDUR PERSETUJUAN BERSAMA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.

Undang-Undang tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara
Perpajakan yang selanjutnya disebut Undang-Undang
KUP adalah Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983
tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor S5 Tahun 2008 tentang Perubahan
Keempat Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983
tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan
Menjadi Undang-Undang.

Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda yang
selanjutnya disingkat P3B adalah perjanjian antara
Pemerintah Indonesia dengan pemerintah negara mitra
atau yurisdiksi mitra untuk mencegah terjadinya
pengenaan pajak berganda dan pengelakan pajak.

Negara Mitra atau Yurisdiksi Mitra yang selanjutnya
disebut Mitra P3B adalah negara atau yurisdiksi yang
terikat dengan Pemerintah Indonesia dalam P3B.

Otoritas Pajak Negara Mitra atau Yurisdiksi Mitra P3B
yang selanjutnya disebut Otoritas Pajak Mitra P3B adalah
otoritas perpajakan pada negara mitra atau otoritas
perpajakan pada yurisdiksi mitra yang berwenang

melaksanaan ketentuan dalam P3B.
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10.

(1)

(2)

Prosedur Persetujuan Bersama (Mutual Agreement
Procedure) yang selanjutnya disingkat MAP adalah
prosedur administratif yang diatur dalam P3B untuk
menyelesaikan permasalahan yang timbul dalam
penerapan P3B.

Pejabat Berwenang terkait pelaksanaan MAP yang
selanjutnya disebut Pejabat Berwenang adalah pejabat di
Indonesia atau pejabat di Mitra P3B yang berwenang
untuk melaksanakan MAP sebagaimana diatur dalam
P3B.

Persetujuan Bersama adalah hasil yang telah disepakati
dalam penerapan P3B oleh Pejabat Berwenang dari
Pemerintah Indonesia dan Pejabat Berwenang dari
pemerintah Mitra P3B sehubungan dengan MAP yang
telah dilaksanakan.

Penentuan Harga Transfer adalah penentuan harga
dalam transaksi antara pihak-pihak yang mempunyai
hubungan istimewa.

Warga Negara Indonesia yang mengajukan permintaan
pelaksanaan MAP yang selanjutnya disingkat WNI adalah
Warga Negara Indonesia berdasarkan ketentuan
perundang-undangan di bidang kewarganegaraan yang
menjadi wajib pajak dalam negeri Mitra P3B.

Pemohon adalah Wajib Pajak dalam negeri dan WNI.

BAB II
PENGAJUAN PERMINTAAN PELAKSANAAN MAP

Pasal 2

Wajib Pajak dalam negeri dapat mengajukan permintaan
pelaksanaan MAP kepada Direktur Jenderal Pajak
sebagai Pejabat Berwenang Indonesia dalam hal terjadi
perlakuan perpajakan oleh Otoritas Pajak Mitra P3B yang
tidak sesuai dengan ketentuan P3B.

Perlakuan perpajakan oleh Otoritas Pajak Mitra P3B yang
tidak sesuai dengan ketentuan P3B sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
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(9)
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a. pengenaan pajak oleh Otoritas Pajak Mitra P3B yang
mengakibatkan terjadinya pengenaan pajak
berganda yang disebabkan oleh:

1) koreksi Penentuan Harga Transfer;

2) koreksi terkait keberadaan dan/atau laba
bentuk usaha tetap; dan/atau

3) koreksi obyek pajak penghasilan lainnya;

b. pengenaan pajak termasuk pemotongan atau
pemungutan pajak penghasilan di Mitra P3B yang
tidak sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam
P3B;

c. penentuan status sebagai subjek pajak dalam negeri
oleh Otoritas Pajak Mitra P3B;

d. diskriminasi perlakuan perpajakan di Mitra P3B;
dan/atau

e. penafsiran ketentuan P3B.

Selain permintaan pelaksanaan MAP oleh Wajib Pajak

dalam negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

permintaan pelaksanaan MAP dapat juga diajukan oleh:

a. WNI melalui Direktur Jenderal Pajak;

b. Direktur Jenderal Pajak; atau

c. Otoritas Pajak Mitra P3B melalui Pejabat Berwenang
Mitra P3B sesuai dengan ketentuan dalam P3B.

Permintaan pelaksanaan MAP sebagaimana dimaksud

pada ayat (3) huruf a diajukan atas segala bentuk

perlakuan diskriminatif di Mitra P3B yang bertentangan
dengan ketentuan mengenai nondiskriminasi
sebagaimana diatur dalam P3B.

Permintaan pelaksanaan MAP oleh Direktur Jenderal

Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dapat

diajukan dalam rangka:

a. menghindari pengenaan pajak berganda sebagai
akibat koreksi Penentuan Harga Transfer yang telah
dilakukan oleh Direktur Jenderal Pajak dengan
mengusulkan penyesuaian besarnya penghasilan
kena pajak (corresponding adjustment) wajib pajak

dalam negeri Mitra P3B;
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